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PRAKATA 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

Alhamdulillah rabbil’alaamiin, dengan memanjatkan puji dan syukur 

kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, rahmat serta 

karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul 

“Pengaruh Whistleblowing System, Sistem Pengendalian Internal Terhadap 

Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana BOS (Studi Empiris Pada 

Sekolah Dasar (SD) Negeri Di Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat 

Lawang)” dengan baik dan tepat pada waktunya. Skripsi ini merupakan salah satu 

syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S1) pada Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Muhamadiyah Palembang Ucapan Terima kasih, peneliti 
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mendidik, mendoakan, memberi semangat dan motivasi, serta telah membesarkan 

penulis dengan penuh cinta, kasih sayang tanpa keluh kesah.  
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terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah dan manfaat 

penelitian. Bab II Kajian pustaka, kerangka pemikiran dan hipotesis. Bab III 

metode penelitian, bab IV hasil penelitian dan pembahasan dan bab V 

kesimpulan. 
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ABSTRAK 

 

Amelia  Pitri / 222019115 / 2023 Pengaruh Whistleblowing System  Sistem 

Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam 

Pengelolaan Dana BOS (Studi Empiris Sekolah Dasar (SD) Negeri Di 

Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang). 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh whistleblowing system, sistem 

pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan pada sekolah dasar di 

kecamatan muara pinang. Jenis penelitian ini merupakan penelitian asosiatif, data 

yang digunakan data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan cara 

wawancara dan kuesioner. Teknik analisis data menggunakan program Statistic 

For Special Science (SPSS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa whistleblowing 

system, sistem pengendalian internal secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

pencegahan kecurangan. Sistem pengendalian internal berepengaruh terhadap 

pencegahan kecurangan sedangkan whistleblowing system tidak berpengaruh 

terhadap pencegahan kecurangan secara persial. 

 

 

 

Kata Kunci : Whistleblowing System, Sistem Pengendalian Internal 

Pencegahan Kecurangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 
Amelia Pitri / 222019115 / 2023 The Effect of the Whistleblowing System on the 

Internal Control System on the Prevention of Fraud in the Management of BOS 

Funds (Empirical Study of Public Elementary Schools (SD) in Muara Pinang 

District, Empat Lawang Regency). 

 
This study aims to determine the effect of the whistleblowing system, an internal 

control system on fraud prevention in elementary schools in the Muara Pinang 

sub-district. This type of research is associative research, the data used are 

primary and secondary data. Methods of data collection by means of interviews 

and questionnaires. Data analysis techniques use the Statistics For Special 

Science (SPSS) program. The results of the study show that the whistleblowing 

system, the internal control system, together influences fraud prevention. The 

internal control system has an effect on fraud prevention while the whistleblowing 

system has no effect on fraud prevention partially. 

 

 
Keywords : Whistleblowing System, Internal Control System for Fraud 

Prevention. 

 

 



   1 
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

            Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari bidang pendidikanya. 

Negara yang maju harus menjadikan pendidikan sebagai bidang unggulan 

Satuan pendidikan Indonesia tentu saja mendapat angin segar dari 

kehadiran dana BOS, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah. 

Dengan adanya dana BOS, sekolah dapat memenuhi seluruh kebutuhan 

pembelajaran. Dana BOS adalah program yang diusung pemerintah untuk 

membantu sekolah di Indonesia agar dapat memberikan pembelajaran 

dengan lebih optimal. Bantuan yang diberikan melalui dana BOS yakni 

berbentuk dana, untuk besaran dana BOS Reguler yang disalurkan tetap 

sama sperti tahun-tahun sebelumnya yaitu dihitung berdasarkan jumlah 

didik yang tercatat di Dapodik yang dikalikan dengan satuan biaya per 

masing-masing tingkat pendidikan. 

              Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan upaya 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dalam menunjang dana 

pendidikan bagi siswa di tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Bantuan Operasional 

Sekolah (BOS) mulai diterapkan sejak juli 2005 yang mana merupakan 

program pemerintah yang pada dasarnya digunakan untuk penyediaan 

pendanaan biaya operasional dan non operasional bagi satuan pendidikan 

1 
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dasar sebagai pelaksana wajib belajar 12 tahun. Bantuan Operasional 

Sekolah (BOS) didistribusikan masing-masing sekolah setiap tiga bulan 

atau dalam priode triwulan oleh pemerintah. Namun, pada kenyataanya 

pendistribusian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak sesuai 

dengan priode yang telah ditentukan oleh pemerintah, karena dalam 

pendistribusianya serimh terjadi keterlambatan. 

          Keterlambatan pendistribusian disebabkan oleh beberapa faktor, 

seperti keterlambatan pendistribusian dari pemerintah pusat dan lamanya 

keluar surat pengantar pencairan dana oleh tim manajer BOS di masing-

masing daerah. Selain keterlambatan pendistribusian dana BOS juga 

sering mengalami pemersalahan penyelewengan penggunaan dana BOS 

karena minimnya partisipasi public dalam mengawasi pengelolaan dana 

BOS di sekolah menimbulkan banyaknya muncul kasus kecurangan 

(fraud) dalam pengelolaanya. 

           Bantuan operasional sekolah (BOS) merupakan bantuan 

pemerintahan yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya 

operasi no personalia bagi sekolah. Bantuan operasional sekolah 

didistribusikan pada masing-masing sekolah setiap tiga bulan atau dalam 

priode triwulan oleh pemerintah. Namun, pada kenyaanya tidak sesuai 

pada priode yang telah ditentukan oleh pemerintah karena sering terjadi 

keterlambatan seperti, pendistribusian dari pemerintah  pusat dan lamanya 

keluar surat pengantar pencairan dana oleh tim manger BOS masing-

masing daerah. Selaoin pendistribusian dana BOS juga sering mengalami 
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permasalahan seperti penyelewengan pengunaan dan BOS dikarenakan 

minimnya partisipasi dan transparansi public dalam pengelolaan dana BOS 

sehingga menimbulkan adanya kecurangan. Kecurangan (fraud) adalah 

mendapatkan keuntungan yang tidak jujur dari orang lain. (Marshall B dan 

Paul, 2019:149). 

           Fraud (kecurangan) itu sendiri secara umum merupakan suatu 

perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam 

dan atau luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan 

pribadi dan atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pijak lain 

(Betri, 2020:17). Pelaku fraud biasanya adalah orang dalam 

perusahaan/organisasi dan umumnya adalah pegawai yang bekerja dengan 

baik, berpengalaman, mempunyai jabatan strategis dan dihormati (Bona, 

2015:6). 

           Seperti menangani penyakit, lebih baik mencegah dari pada 

mengobati. Para ahli memperkirakan bhwa fraud yang terungkap 

merupakan bagian kecil dari seluruh fraud yang terjadi. Oleh karena itu, 

upaya utama seharusnya adalah pada pencegahan (Betri, 2020:212). 

Pencegahan fraud yang berhasil harus melibatkan soft control yaitu 

menciptakan budaya (culture) yang sehat, jujur terbuka dan saling tolong 

menolong (Diaz, 2013:184). 

           Kebijakan anti fraud ditunjukkan agar perusahaan memiliki sistem 

pencegahan terjadinya penggelapan, dengan membuat sistem deteksi, 
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pemantauan dan sistem yang meninjau kebijakan di bidang sumber daya 

manusia (SDM) serta operasional (Betri, 2020:30). 

           Whistleblowing System adalah sistem dalam sebuah institusi yang 

memungkinkan whistle blower melaporkan perbuatan yang berindikasi 

tindak pidana korupsi sesuai dengan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang 

komisi pemberantasan tindak korupsi dan peraturan perundang-undangan 

terkait (Juni, 2013:105). Pelaporan pelanggaran (whistleblowing) adalah 

pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak 

bermoral atau pengungkapan perbuatan lain yang merugikan organisasi 

maupun pemangku kepentingan yang dilakukan oleh karyawan atau 

pimpinan organisasi kepada oimoinan organisasi atau lembaga lain yang 

dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut. Pengungkapan ini 

dilakukan secara rahasia (confidential) (Theodorus, 2010:611). Banyak 

kasus tindak kecurangan terbongkar karena adanya orang yang berani 

“bernyanyi” (whistle blower), membuat pengaduan, atau membocorkan 

informasi (Valery, 2011:155). 

           Menurut Effendi (19) Whistleblowing system adalah pengungkapan 

tindakan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum atau 

korupsi/perbuatan lain yang dapat merugikan perusahaan maupun 

pemangku kepentingan, yang disampaikan oleh personel/badan hukum 

dari internal/eksternal kepada pemimpin perusahaan agar dapat diambil 

tindakan atas pelanggaran tersebut.  
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           Whistleblowing System berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap variabel pencegahan kecurangan yang diterapkan pada dinas 

PUPR provinsi Kalimantan timur, yang berarti semakin tinggi tingkat 

whistleblowing system diterapkan pada dina PUPR Provinsi Kalimantan 

Timur maka tingkat pencegahan kecurangan juga tinggi sehingga akan 

meminimalisisr terjadinya kecurangan. (Wardana, dkk (11)). 

          Walaupun pencegahan fraud sudah ada bahkan bekerja dengan baik 

oleh pelaku fraud akan tetapi pencegahan ini juga bisa digunakan sebagai 

penghambat yang kuat bagi orang yang berupaya untuk melaksanakan 

fraud (Silviana, 2020:78). Karena pencegahan terhadap akan terjadi suatu 

perbuatan curang akan lebih mudah dari pada mengatasi bila telah terjadi 

kecuranagn (Betri, 2018:245). Merujuk pada penelitian yang dilakukan 

oleh Novi (2018), Kadek (2017), Riri dan Lili (2015), Reza dkk (2020), 

Sumendep dkk (2019). Komang dan Desak (2020), Christi (2018), dimana 

hasil penelitian menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh 

terhadap pencegahan kecurangan sehingga dapat menciptakan organisasi 

yang baik. Tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan  Chairul (2020) 

yang menyatakan bahwa budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap 

pencegahan kecurangan.  

           Penelitian yang dilakukan oleh Ni Kadek (2017), Kadek W (2017), 

I Made (2017), Anitaria (2019), Komang dan Desak (2020), hasil 

penelitian menyatakan bahwa whistleblowing berpengaruh terhadap 

pencegahan kecurangan. Sehingga semakin tinggi pencegahan fraud. 
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Sebaliknya semakin rendah tingkat upaya penerapan whistleblowing maka 

semakin rendah tingkat pencegahan fraud. Tidak sejalan dengan penelitian 

yang  dilakukan Chairul (2020) bahwa whistleblowing tidak berpengaruh 

terhadap pencegahan kecurangan. 

           Sistem Pengendalian Internal pada organisasi dibutuhkan untuk 

melindung aset dari pencurian, kecurangan, penyalahgunaan, atau 

kesalahan penempatan. Pada institusi pemerintahan dikenal adanya Sistem 

Pengendalian Internal (SPI) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 60 Tahun 2008. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah, 

pengertian sistem pengendalian internal pemerintah adalah proses yang 

integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus 

oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan 

memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif 

dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan 

ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.  

Dalam lingkungan pemerintahan, SPI dapat digunakan dalam 

setiap instansi baik dari tingkat daerah hingga tingkat nasional. Dalam 

penelitian ini, instansi yang akan diambil sebagai subjek penelitian adalah 

instansi pendidikan berupa sekolah dengan objek penelitian adalah Dana 

Bantuan Operasional Sekolah. Sekolah adalah salah satu sarana dan 

prasarana pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia yang 

berkarakter baik dan intelektual. Sekolah sebagai lembaga pendidikan 
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memiliki standar minimal sarana dan prasarana yang wajib dipenuhi. Yang 

termasuk dalam sekolah diatur dalam Permendikbud No. 8 Tahun 2020 

Pasal 1. Dalam permendikbud ini, yang termasuk sekolah adalah, Sekolah 

Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas 

(SMA). 

            Sistem pengendalian internal menurut Sujarweni (22), sistem 

pengendalian internal adalah suatu sistem yang dibuat untuk memberi 

jaminan keamanan bagi unsur-unsur yang ada dalam perusahaan. Selain 

itu, definisi sistem pengendalian internal menurut Herman (6), sistem 

pengendalian internal yang efektif merupakan komponen penting dalam 

manajemen organisasi, karena hal tersebut dapat membantu menjaga aset 

yang dimiliki oleh organisasi, keuangan dan manajerial dapat dipercaya, 

meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku di 

organisasi, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan 

pelanggaran aspek kehati-hatian.  

            Fenomena yang terjadi Empat Lawang - Dinas Pendidikan dan 

kebudayaan  kabupaten Empat Lawang,hari ini  Senin 6 Juni 2022 Jam 

10:00 WIB, melalui Kepala Bidang Sekolah Dasar melakukan 

pemeriksaan aset sekolah di SD Negeri 01  Kecamatan Muara Pinang 

Empat Lawang Sumatera Selatan, Senin (6/06/2022). Pemeriksaan 

dilakukan keseluruh tingkat Sekolah SD Negeri, SMP Negeri di Seluruh 

Kecamatan Muara Pinang yang dilakukan secara bertahap selama tiga hari. 

Suhaida, S.Sos. Kepala bidang Sekolah Dasar saat di konfirmasi 
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menyampaikan, "kami di utus oleh atasan oleh Sekretaris Daerah Empat 

Lawang karena barang-barang yang ada di sekolah baik itu dari tingkat SD 

sampai SMP, kalau memang barangnya sudah direlak atau dihapus karena 

mengigat harus sudah tercatat banyak, kami di perintahkan oleh kepala 

dinas, saya dan teman-teman dari bidang aset terjun kesekolah hari ini 

secara langsung  bertahap selama tiga hari," tutupnya. Kegiatan ini di 

hadiri kepala Dinas pendidikan dan kebudayaan Empat Lawang melalui 

kepala bidang SD Suhaida, S.Sos, Fetiya Nasution Kasubag bagian Aset 

Dinas Pendidikan Empat Lawang, Sahril Staf Dinas Pendidikan Empat 

Lawang, Gilang STAF Dinas Pendidikan Empat Lawang dan di sambut 

baik oleh Komarudin, S.Pd, MM beserta seluruh staf sekolah SD Negeri 

01 Muara Pinang. (Suarasindo.com). 

            Fenomena yang terjadi di Empat Lawang Sumatera Selatan Sistem 

Pengendalian Internal Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (L-KPK) 

Provinsi Sumatera Selatan soroti penggunaan dana BOS (Bantuan 

Operasional Sekolah) tahun anggaran 2020 di Kabupaten Empat Lawang 

di indikasi ada penyalahgunaan dan penyimpangan. Semua sekolah yang 

menerima dana BOS secara prinsip di duga menyalahi aturan khususnya 

penggunaan dana BOS reguler di tingkat Sekolah Menengah Pertama 

(SMP), sehingga diindikasi adanya penyalahgunaan dana atau dugaan 

korupsi yang dilakukan secara bersama-sama. Ada sejumlah hal yang 

prinsip menyalahi aturan berdasarkan hasil pengamatan kami selaku 

Lembaga KPK, salah satunya sekolah yang menerima dana BOS bisa saja 
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tidak membuat berita acara revisi atas perubahan rencana kegiatan dan 

anggaran sekolah (RKAS) atas pengalihan belanja barang jasa dan 

kebutuhan lainya. Kondisi ini mengakibatkan realisasi belanja modal dan 

belanja barang tidak dapat di ukur dan diketahui secara pasti karena 

perubahanya tidak di sertai berita secara perubahan RKAS dan revisi 

RKAS per triwulanya. 

            Kemudian mengenai bendahara sekolah tidak sesuai dengan 

ketentuan, diduga tim BOS banyak yang tidak difungsikan. Sekolah 

menunjukkan bendahara untuk mengurusi dana BOS, namun bendahara 

tidak mengetahui dana BOS, faktanya demikian lalu mengapa hal tersebut 

menjadi sorotan karena kurangnya pengawasan secara langsung dari 

berbagai pihak. Setelah kita pelajari dari RKAS banyak item kegiatan di 

tahun pandemic 2020 yang kami duga fiktif dan mark up anggaran. Ini 

akan kita laporkan kepada aparat penegak hukum karena ini pidana dan 

kami akan laporkan ke penegak hukum berdasrkan hasil temuan seperti 

sebelumnya sudah kita laporkan dugaan penyimpangan dana BOS di 

tingkat Sekplah Dasar (SD). (Empat Lawang Info). 

          Fenomena yang terjadi lapangan Empat Lawang – Lembaga 

Komunitas Pengawas Korupsi Provinsi Sumatera Selatan, laporka adanya 

dugaan korupsi dana anggaran pembiayaan belanja Negara biaya 

operasional sekolah (APBN BOS) di wilayah kecamatan muara pinang 

kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan. Selasa 

(27/01/2021). Informasi ini disampaikan oleh Diswater Lembaga KPK 
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dari ruangan Provinsi Sumatera Selatan Ali Muap melalui anggotanya 

Yulizar bersama rekan saat keluar dari ruangan Pidkor Polres Empat 

Lawang Sore tadi. “Ya hari ini kami Lembaga Komunitas Pengawas 

Korupsi berdasarkan hasil di lapangan, kami melaporkan adanya dugaan 

tindakan korupsi terkait pegelolaan dana BOS tahun anggaran 2020, di 

beberapa Sekolah Dasar (SD) yang berada di kecamatan Muara Pinang, 

karena ini tahun dimana adanya bencana covid19 yang mana menurut 

kami dintahun itu sudah mulai belajar daring atau belajar dirumah namun 

ada beberapa anggaran masih jalan sedangkan tidak boleh sebab 

menimbulkan kerumunan” Papar Yulizar. Sambungnya, selain itu ada 

beberapa item lagi yang kita laporkan terkait penggunaan dana BOS. “Tapi 

yang jelas, laporan ini sudah kita memasukan dan akan kita kawal, kendati 

demikian semua kita serahkan ke pihak aparat penegak hukum dan kami 

percayakan sepenuhnya kepada Pidkor Polres Empat Lawang,” ia 

mengucapkan terimakasih kepada pihak aparat penegak hukum sudah 

menerima dan menangapi laporan kami dan berharap laporanya dapat 

segera ditanggapi dan ditindak lanjuti tanpa tebang pilih. 

(Empatlawang.com). 

           Kasus lainya kejaksaan Negeri (kejari) kota bogor menetapkan 

kontraktor berinsial JRR sebagai tersangka pada kasus tindak pidana 

korupsi sebesar Rp 17,1 miliar. JRR di duga telah melakukan 

penyelewengan dana BOS dalam bentuk pengadaan dan penggandaan 

kertas ujian untuk SD sekota bogor. “pada hari ini tanggal 13 juli 2020, 
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kami beserta tim penyelidik pidsus (Pidana Khusus) telah menetapkan 

tersangka bernama JRR, sehubung dengan dugaan tindak pidana korupsi 

tentang penyimpangan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah)”. Kata 

kepala kejaksaan negeri (kejari) kota bogor bambang menyebut, JRR 

merupakan pihak ketiga atau kontraktor yang ditunjuk oleh kelompok 

Kerja Kepala Sekolah (K3S) yang anggotanya merupakan kepala sekolah 

dasar sekota bogor. Untuk mengelola kertas ujian untuk SD sekota bogor. 

Sehingga timbul penggutan biaya kepada siswa sebagai syarat untuk ikut 

ujian, baik UTS,UAS,UN, maupun Tryout. Kegiatan dugaan 

penyelewengan dana BOS tersebut dilakukan tersangka pada tahun ajaran 

2017-2019. Penyelewengan dana BOS tersebut dilakukan pada kegiatan 

ujian tengah semester  (UTS), ujian akhir semester (UAS), tryout ujian 

kenaikan kelas serta ujian sekolah dasar (SD) sekota bogor. 

(news.detik.com). 

           Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia (JPPI) mencium kasus 

pelanggaran penggunaan dana bantuan sekolah (BOS) madrasah di Nusa 

Tenggara Barat (NTB) diproses secara tertutup di kantor polda NTB. 

Pengelolaan dan BOS madrasa menjadi praktik maladminstratif yang 

melibatkan madrasah di NTB. Mereka memainkan dana BOS secara 

berjamaah, ungkap coordinator JPPI Ubaid Matraji saat dihubungi media 

Indonesia, minggu (29/9). Pernyataan itu menyusul adanya dengan 

pelanggaran penggunaan dana bos secara berjamaah oleh 2.256 madrasah 

di Provinsi NTB pada 2018. Ubaid Mutraji menyatakan dana BOS 
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madrasah senilai 200 miliar digelontorkan kemenag langsung ke rekening 

2.256 sekolah madrasah NTB. Hal ini sesuai dengan keputusan direktur 

jenderal pendidikan islam Nomor 511 tahun 2019 tentang petunjuk teknis 

bantuan operasional sekolah pada madrasah tahun anggaran 2019, 

mengenai penyaluran dana BOS bagi madrasah. Hanya JPPI meminta 

kementrian Agama (Kemenag) bersikaf proaktif emgawasi pengelolaan 

dan penggunaan dana BOS madrasah. Paslnya lanjut Ubaid, Oknum 

pelaku mengoordinasi pemebelian kebutuhan sekolah dengan dana BOS 

kepada satu penyedia. Menurutnya Polda NTB masih menyelidiki 28 

orang dari kemenag tentang dengan korupsi itu (mediaindonesia.com) 

          Berdasarkan uraian di atas, masih banyak kasus penyelewengan 

pada pengelolaan dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dilakukan 

oleh kepala sekolah. Untuk itu khususnya kepala sekolah dituntut untuk 

menjadi panutan atau pipmpinan yang memberi contoh yang baik. Dari 

kasus tersebut di dalam pengelolaan Dana Bos rata-rata secara umum 

terdaoat masalah yang mana adanya budaya organisasi, proactive fraud 

audit dan whistleblowing system pada sekolah ataupun dinas masih rendah 

sehingga terjadinya tindakan atau pelanggaran dalam pengelolaan dana 

BOS yang merugikan Negara. Dari banyaknya kasus yang terjadi, maka 

dilakukan survey pendahuluan yang diambil dari 3 sampel Sekolah Dasar 

(SD) negeri yang mewakili terhadap Sekolah Dasar (SD) Negeri di 

Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.  
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Tabel 1.1 

Survei Pendahuluan 

Nama Sekolah Dasar (SD) Negeri  

Kecamatan Muara Pinang 

Kabupaten Empat Lawang 

Hasil Survei Pendahuluan  

SD Negeri 4 Muara Pinang 

 

 

Berdasarkan survei yang dilakukan di SDN 4 

Muara Pinang bahwasanya sistem pengendalian 

internal telah diterapkan disekolah tersebut 

seperti halnya pelaporan penggunaan dana BOS 

pada kementrian. Namun pernah adanya 

keterlambatan dalam menyusun rencana kerja 

anggaran sekolah (RKAS). Karena keterlambatan 

tersebut terkendala di jaringan/internet sekolah 

yang tidak memadai akses aplikasi/sistem 

pengelolaan dana BOS. sehingga membuat 

keterlambatan pecairan dana BOS di sekolah 

tersebut. 

SD Negeri 3 Muara Pinang 

 

 

Berdasarkan survei yang dilakukan di SDN 3 

Muara Pinang bahwa pihak kepala sekolah juga 

mengalami keterlambatan pendistribusian dana 

BOS dengan beriorentasi dengan guru-guru 

sehingga kegiatan kerja diorganisasikan tim-tim, 

bukanya individu-individu. Kepala sekolah 

mengatakan dalam mengalami kendala seperti 

terlambat cair/keluar dana BOS tersebut ialah 

dengan menutupi kekurangan atau kebutuhan itu 

dengan meminjam uang sesama guru disekolah 

itu sehingga kegiatan belajar mengajar terus 

berjalan 

SD Negeri 10 Muara Pinang 

 

Berdasarkan hasil survei  yang dilakukan di SDN 

10 Muara Pinang bahwasanya sekolah bersama-

sama mengadakan rapat dan musyawarah dalam 

pengalokasian dana BOS yang keluar 4 bulan 

sekali agar tidak terjadi perselisihan dan 

transparansi. Sekolah juga pernah mengalami 

keterlambatan dalam pendistribusian dana BOS. 
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          Berdasrakan informasi diatas yang diperoleh dari survey 

pendahuluan yang telah dilakukan diatas melalui wawancara bersama 

kepala sekolah di 3 Sekolah Dasar (SD) Negeri Kecamatan Muara Pinang 

adapun informasi yang diperoleh bahwa kepala sekolah menunjukkan 

bahwa ada beberapa penyebab terjadinya kecurangan dalam pengelolaan 

dana BOS belum terlaksana secara optimal sehingga banyak temuan-

temuan terhadap tindak kecurangan terkait dengan dana BOS.  hal ini 

terjadi karena proses pengelolaan dana  lebih BOS mengutamakan, sistem 

pengendalian internal dapat dengan mudah dalam pengelolaan dana BOS 

karena kegiatan-kegiatan tersebut di musyawarahkan bersama. Sistem 

pengendalian internal dapat mencegah adanya kecurangan serta 

pendistribusian yang baik pula agar tidak terjadi keterlambatan, kurang 

efektifnya transparansi sehingga informasi yang ada kurang relevan 

maupun akurat, dan Whitleblowing system sulit untuk diterapkan karena 

kurangnya anonimitas dimana adanya rasa takut dalam melaporkan 

tindakan kecurangan yang telah terjadi. 

           Berdasarkan latar belakang maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Pengaruh Whistleblowing System, Sistem 

Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan dalam 

Pengelolaan Dana Bos (studi empiris pada Sekolah Dasar (SD) Negeri 

di Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang)”. 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengaruh whistleblowing system, sistem pengendalian 

internal (Studi Empiris Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kecamatan 

Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang). 

2. Bagaimana pengaruh Whistleblowing System terhadap pencegahan 

kecurangan dalam pengelolaan dana BOS. 

3. Bagaiman pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap 

pencegahan kecurangan dalam pengenlolaan dana BOS. 

C. Tujuan Penelitian 

            Berdasarkan tujuan diatas, maka tujuan dalam penelitian adalah 

untuk menegtahui Pengaruh Whistleblowing system, Sistem Pengendalian 

Intenal, Dan Budaya Organisasi terhadap pencegahan kecurangan dalam 

pengelolaan Dana Bos. 

D. Manfaat Penelitian 

           Berdasarkan tujuan di atas, maka penelitian ini diharapkan akan 

memberikan manfaat bagi semua pihak, diantaranya: 

1. Bagi Penulis 

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis secara 

empiris tentang pengaruh Budaya Organisasi, Transparansi dan 

Whistleblowing System terhadap pencegahab fraud dalam pengelolaan 

dana BOS. 
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2. Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu masukan yang 

bermanfaat bagi sekolah-sekolah di kecamatan muara pinang dalam 

memahami dang meningkatkan kesadaran tentang pentingnya Budaya 

Organisasi, Transparansi, dan Whistleblowing System terhadap 

pencegahan fraud dalam pengelolaan dana BOS. 

3. Bagi Almamater 

Manfaat yang diperoleh bagi Universitas Muhammadiyah Palembang 

adalah dengan adanya laporan ini diharapkan mampu memberikan 

konstribusi kepada Universitas dan hasil penelitian dapat menjadi salah 

satu referensi untuk penelitian selanjutnya, khususnya penelitian yang 

memiliki topic relative sama. 
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